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PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

Menlrnbang

M mgpirayal

a.

PERATURAN DAERAH KABUMATEN TAKALAR
NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

PEREUSAHAAN DAERAH PERDAGAMGARN UMUM
DAMN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAAMAT TUMHAN YANG MAHA E5A
BUPATI TAKALAR,

bahwa  sehuburgan pelaksanaan  Ctonami L:aerah rruaka
penyelenggaraan tugas Pererinlsh Deerah dibisyal dad dan gtas
heban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sehinggoa Daerah
dituntt ontsk meangupayskan sumber-sumbor pendapaian yang dapat
mendukung Pendapatan Asli Dacrah datan upaya meningkatkan
kemampuan membiayal Pelaksanaan Fembanginan, Penyclenggardan
Pesngnintal dan Pemblnaan Kennasyarakatan ;

b. bafwa bBerdasarkan portimnbangan  sebagaimans  dimaksud

dalamn  huruf a, peru membemuk  Peraturen  Daarah  tentang
Ferusahaan Dacrah Perdagargan Umum dan Jasa Konstruksi
Kabupaten Takalar ;

Undang-undang MNomor 29 Tahun 1959, tentamo  Pombonbukan
Draeraf - dacrah Tigkat 11 di Sulawesé (Lentbaran Megarmm Tahwen
1959 Morgor 74, Tanbaban Leandizran Negara Momar 1822 )
Undang - undang Momar & Tahun 1969, tentars Perusahaan
Dacrah (Lembaran Wegara Tahun 1969 Momor 10, Tamdsahan
[ ambharan Negara blomor 3687 ) :

Undang-undang Momor 5 Tabken 1993 Eenbang Larangan Praktek
Monopali dan Perseingan Usaha Tulak Sehat (Lembaran Negars
Tahwn 1999 Mamar 23, Tambahan Lermbaran Megara Mormor 3817) ;
Undang-mdang Momor 18 Tahun 1992 tentang Jasa Konsouks
(lembaran Megaa Tabun 1992 Nomor 54, Tambahan Lemmbarar
MMegara Namor 38335

Undang - undang Moy 23 Telwn 19895, tentang
Pemerimtzhan Daerah {Lembaran Megara Tahun 1999 Narmar S0,
Tambakan Lesnbaran Megarm Noneoe 3839 ) ;

Unicfarg undan Mormor 25 Tahun 19549, teniang
Perimbangan Keuangzn Antsra Pemerintah Fusat dan Cacrah
{ Lesnbaran Megara Tahun 1999 Momor 72, Tambahan Lembican
MWegara Nomor 3849 ) ;
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/. Undang - undang  Nomor 28 0 Tahun o 1995 tontang
Panyvelenggara Megara yang Bersih den Bebas dad Korupsi, Eodus
dan Mepatlsme Lembasan Negara Tahun 1995 Nomar 75, Tambahan
[ amnbaran MKegara Mamar 517175

A, Pargturan Permerintah Momar 2000 tentang Peryodencgaraan lasa
Reorrslruss; (Lesmbaran Regara  ahuoa 2000 Nomar 64, Tambahan
Lerprlerraan Mopara Momear 39587 ¢

9, Perzbrran Pernerinlah MO * Tk 2010 Lerakang
Ponyelenggarazgn Pembinaan Jass Koenstweksi (Lembaran Menars
Tahun 2600 Momor 85, Tarmbehan Lembasan Wegara Momar 3957 ;

10, Eeputusan Prasdden  Noenne A4 Tahien 19549 tentang
Teknik Penyvusunan Perateran Perundang-ondanegan dan arntuk
Rancangan Undang-undang, Rancamgan feraturan Pemenntah, dan
Rancandgan Keputusan Presidert |

1i. Pergturan Manterd Dalam Megeri Momar 1 Tabun 1854 fentang Tata
Cara Pembinaan dar Pengawasan Perusahaan Daocrah di Lingkungan
Permerintah Daerah ;

12. Peraturan Menter Dalam Negeri Maomaoe 3 Tshun 1990, bentang
Pengelolaan Barang Milik Perusahzan Daerah

3. Paraturan Menbterl Dalamy Negerd MNamsar 4 Tahon - 1990
tentang Tate Kergasama Antara Ferusahaan Daesh dengan Pihak
Ketiga ;

14, Reputosan Menler Dalam Megeri Momar 72 Tahon 1960 tent@ang
Fedoman Pelaksanaan Penyorahan Bareng dan Litang Piutang pada
Peru=ahaan Dasrah yang bau dibentuk ;

1y Keputusan Menteld Dalam Meger Momor 536 — €66 Tshun 1981
lenlang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkalan  cdan Pemilerhentian
Anggota Evreksi dam Badan Pengawasan Perusahaan Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAMN PERWAKILAN FAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

Menetapkar:

MEMUTUSKAN

PERATURAMN CuaERAH KABLIPATEM TAKALAR TEMTAMNG
FOALISAIIASK DACRAIL  FORDAGANGAN UMUM DAN JASA KONSTRUKST
KABUFATEN TAKALAR.
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BaB 1
KETENTUAN UMUM

-

paszal 1

Dafam Ferateran  Lasrah in yang rlitakswd dongan

& Dacrah adalah Kutwpaken Takalar ;

k. Pemcrintat Daerah adalah  Kepals Dzerah beseta Perangknt Baersh Otoncen yang
Lain sebagai Badan Eksekudf Dacrah

C. Kepala Dacrah adalah Bugpati Takadar ;

d. Penisahaan Oaerah  adalah  Ferusahaan Dasrah Pordagargan Ursum  daor Jasa
Konstruksi Kalupaten Takalar ;

e, Hadam Pengawas adalah Badan Pengawas party Perysahaan Dacrah  Perdaganoan
Umurm dan Jasa Konstruks Kabupalen Takalar §

f Dewan Direks adalah Direksi pada Perdasahaan Daerah Pordagangan Lmur dan 1as3
Kanstruksl Kabupaten Takalar ;

g. Karyaweon adalah Karyaean yang ekers dan digaji oleh Perusahazn Daerah sesuad
Peraturan Porusahaan Daerah

1. Hutanag adalab Hitang Porusatazn Daprah Permagangan Lmem dan Jasa Konstruksi ;

i. Futanw adalah Piutang Porusahaan Daeral Perdagangan Umuny dan Jasa Konstsuksl ;

{. Saham adalah terdic dari Saham Dricrtas dan Saham Biasa yang disetor aehagai Madal
Penmahaan Daerah ;

k. Pomegung Saham adalah Pemilik Sakam yarg terdin Pemerinian Dacrah dan Warga
Megara Indenesia alau Bodan Hukuny yang didirikan seseai Peratumn Penrndang-
yndanpan yarkg berlaku ;

BaR IT
FEMEBENTUKAN

Pasal 2

(1} Dengan Peraiuian Cwerah fné dibentk suaty Perusahaan Dacrah Perdaganaar. Urmum
dan Jasa Konstruksi Ksbupaten  Takalar ;

{2 Prrusahaan Daergh Ini terdid dari beherana Bidang wsaha yaitu ©
A. Perdagandan umdi
b. Jasa Konstruksi

%) Perusahaan Daerah yang dienaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah Badan Hukum
yang berhak berusaha dibklang Perdagangan Umum dun Jasa Konstruksi ;

(4] Fembertukan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) pasal ini dllaksanakan cloh Kepald
Dacrah dengan Persetujuan Dawan Perwakllan Rakyat [aerah Katupaten Takalar.

Pasal 3

Dengan tdak mengurang’ kKetertudn datam Peraturan Daerah Ini maka tarhadap
Perusahgan Daerah bodaku semiua peraturan Perundang wndangan lainnys yang tidak
bortentangan dengan Asas Demokrasi Ekunoinl yang menupakan cif dai Sistermn = ale
berdasarkan Pancasila.



BAS ITX
KEDUDUKAMN, TUIIAN DAN FUKGSI
Bagian Pertama
Kedudukan ™

Pasal 4

{1) Perusahaan Taoarah heredudukan dion BorkanLor Posat i Kabopaten Takaiar,

{2) Atas wsul Direks  satelzh mendapatkan pertimbangan  Badan  Pengawas  don
Porsciijuan  Pernegang Saharn, Direksi dapat membueka Kancor Cabang  ataw
Perwakilan diluar Kabapates Takalar.

Bagian Kedua
Tujuanr dan Fuagsi

Pazal 5

(1) Tujuan Perusahaan Daerah adalzh kut serm dalen melaksanakan Poembanguran
Daerah pada umumenya dan Pembangunan Beoromi Caerah pada khususnya untuk
mznunjang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daeral: (PALD) ;

(2} Dalarm melaksarsakan ejuannya Parusabaan Dasrah dapat Dokerjasama dalan eniok
kemiraan Usaha dengan Peresahidan Negor, Perusahdan Deecab, Boperosi con
Porusahaan Swasta Masional dengan Persetojuan Kepala Dacrah dengan terebib
darualu rendapatl pertimbangan Badan Petmawas |

(3 Fungs Perusahaan Daprsh adalah memaerikan pelayvenan dioidang  Perdagangan
mum dare Jzsa Konstruksi yvana dilakukan secara profesional dan tetap membefkan
kountunagan bagi Daeran.

BAB IV
MODAL

Pasal &

{1) Madal Perusahaan Dacrah terdind darl madal dasae dan satiam

{2) Madal Perusahzan Dasrah yang sebagion terdid dari Kekayaan Daersh  yang
dipisahkan dengan Kompets Kepemilikan s=bagai berikot :

a. Minional &0 %% dimilikd Pomchintah Doerab dan ad 4% dapat  dimahki  olch
Masyarakal sceara perorangan dan Badan Lisaha Yainnya.
b. Milai sctiap Saharm akan diatur lebin lanjut dengan Keputusan ¥epala Daeran.

(3) Terhadap Modal Dssar sebaga/mana dimaksud avat (1 den ¢2) pasal ind dapat
ditamnbah dergan terlebih dahuly harus mendapat persstuivan Dowan Perwakilan
Rakyal Dacrafs -

(4) Perusahaan Daerzh dapat menerima t@rmbahan dana tersebut pada ayat (31 pasal ini
dari Pemerintah Daerah, Penvertzan Modal Pemicrinlah Propinsi cdan Pusat serta
Pinjaman darl pihak lain dersgen Lerlebih dahuly mendapatkan persetujusn Dawan
Perwakilan Rakyal Dagrah Kabupoten Takalar ;



(5) Modal Perusahaar: Deerah terschut pada ayal (2] pasal ind disctor kedalam Kas
Peruzahaan Daerah secara beriahap sesudi dergan kemampuan Pemerintah Caerah
dan Pesmegandg Saham falnnya |

(6} Saham Priorites tersetut ayat (2% pasal ini h#nya dapat diemiliki aleh Pemeriotah
Dagrak, sedang saham bizss uga dapat divnitiki cleh Pernenntah Dasrah dan Warga
Mesgerre: Tnodonesie  geae Badan Hakom vang  didicikan berdasackan Pealuian,
Parundang-ungdangan yone ek

{71 Pemindzhan suatu 3atmrm bigsa kepade pifrok ketina disdokan dengan pormyalaan
tertinlis yang diandatanganl cfizh Pemegang Saham vang bersangkutan dar kepada
pihak siana Sahara Mo dipEndatkarn ;

(&) Pemindahan Saham Bigsza sehanaimana dimakson ayaf (70 pasal ini dapat dilakokan
setelah mendapat Perodmbangan dari Badan Pengawas dengan di setjri alzh Kepala
Daerzh.

BAB ¥
RAPAT UMUM PEMFEGEANG SAHAM

Pasal 7

{11 Rapat Umum Tahunan Pervsahaan Daeraby  ditaksanakan  fiap kalon  selarmbat
lambatnya bulan Maret tahur beralan dan rapst umum Binnya seswakbu-wakiu dapat
dilaksaiakan |

{71 Rapat Umurm Pemegang Saham dilarsannkan atas permintaan Dircksi dengan surat
tercatat selambat-lambatnya 14 hari sebelum rapat dimulai dan panggilan tersebut
harus menyelutkan wakty dan tempat diniana rapac akan diadakan beglu pula pofok
inasalal yang akan dibicarakan ;

(3) Rapat Wnoem Pemegang Salfwam dibadin olefr sekumog-surengima 203 (dua portiga)
darf jumlzh pemegang saham dan dapat dikadin alz=h pihak ketipga dengan undanrgare
Cirewrsi tka dlanggap perly |

{43 Dalem Fasat Lo Parmsegang Satarm tidak boled diamhbil kepndazan mengenal poelak
vang tidak tersebut dadam Surat Fanpgilan kecoali ©
a. Mengenal Tata Tertdb
b, usul -« wsel Pomegang Szham vang tedah diajekan kepads Direksd celambat-

tambatnya 7 (tujuh) har sabelum rapat dilaksanakan

{5) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin cleh Direktur Ctama dan apabila berhalangan
digant olch salah satu CHrekbur yang ditunjuk urtuk o :

{8) Keputusan — kepurtuszn dalam Rapat Umum Pemegarsg Saham diambil denaas
musyawamh mufakat ;

{77 Jika tordapat sesuaty masalah bdak bisa dicapal kata mufakat, maka masalah tersebut
discrahkan kepads Kepata Dacrah sclake Permegang Ssham Priprtas unbuk dizmbil
Eoputusan dengan memparhatikan pendapat-pendapat pessita rapat

(&) Yarg mempumyai hak suara dalam Rapal Dmem Pomdecang Saham adalalh Pemegang
Leham yang telah menandatangan dafkar hadir ;

(51 apabila Pemooang Seham berhalannan hadir make haknya s=laka pemagang saham
datarn rapat emum yang bersangkutan daoat memberikan kuasa tertulis kepada
siapepun yang ditrnjuk umuk neeakilinya.
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BAB ¥I
OREANISAST DAN MANAJEMEN

Fasal 8

{11 Porusabagn Dagreh ofpdmpin oleh Dewan Direksi yang berdin dari seomsng Direkiur
Liarma dan dibantu olelh beberapa orang Direktur varg bBertanggung jawab ates
idangmma  maslng —maslng ¢

{21 Direrdur Ltama bBorangoung jawak: kepada Kepala Docrah don Dirckiur bertanggumg
jiawiab keoada Cdrektur Ltama ;

(3 Bilamana Duektuer Utama berhalangan, maka tugasaya difakukan afeh salah seoramg
Cirekesi vang seaiar dalean jabed annva adao yang delunjuk olet Chirekior LHames ;

(4} Bagan Sbrokbur Organisast dan Uraian Tugas Pereszhaan Daersh ind di tetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pazal9

111 Direktur Ltama mewakili Perusahaan didalamn dan diluar Pengadilan ;

{2] Dirckbsr Utama dapat menyerahkan Kuasa meewabdll tersebut pada ayat (1) kepada
caseprangfbeberapa crang karyawan Perusshaan Daesrsh pada unit usaha masing-
mazing maupun bersama-sama atau kepada crangfbadan lain sesuai prosedur hukum
yang berlawu,

Pas=al 10

(1} Ofreks mosentukan kebljzbsanaan dalam memirmpin Perusahasn Daserab ;
(2} Oircksl mengurus dan mermnpertinggung jswabkan kekayaan Perrsahasn ;

Pasal 11

Direksi dengan persstujuan Kepala Daermah dan Pemegant Saham setelah mendenoar

Perimbangan dart Badan Pengawas untuk ha — ha ;

a. Meminjaimkan vang ates nanma porasshaan dan mengadakan pedanjian meEng pivtang
dengan piliak ke due,

fr. Mengikat Perusahaan sebagel jaminzn pinjaman

¢. Memperoleh dana plajarman dengan menjaminkan assedfkekayaan detan (Henda-benda
tak bergerak pensshaand.
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848 VII
PERGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DIREXST

Pasal 12

(1) Clreksi Perusahaan Oacrah diangikat berdassican  syarat-syamt kemampuan  dar
keahlisn dibidang pengedolaan Perysanaan sesuad Peraturan Perndandg -undangen
yang bedaku ;

(2] Syarat - syarat anggota Dircksi ;

a. Anggota Direds! Bdalah Wargs Megara Indonesia
b. Anggota Creksi memitifd keahlian dibidangnya serta mampunyai akMlak dan moraf
haik
€. Arngota direks! berempat tnggal dircmpat kededukan Perusahaan Dacrab
d. Anggota Dreksi tidak diperkenankan merangkap jabatan eksckotif lafinnya atau
Jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolzan perusaliagan

- Penganakatan Angoota Direksi Sdak melebibi ymor 64 kabun

. Anggote [ireksl terdin dan orang-omng yang tdak pemah melakuksan kealatan

yang merdgkan Negara atau Hndakan-tndakan yang terocla dibidarg Perusahaan.
g. Anggota Cireksi harus mempaunyai pengafaman dalam pengelolaan Poryeahazn ataw
Parmerintafan minimal 2 Tahun

h. Artara anggata Dircksi tidak boieh ada hubungan kefuarga Bngsuang.

i. Anpgota Direksi tidak boleh mempunyai  kepentngan pribadl [angsung  pada
Ferusahazan Daerah yang berusaha daiam lapancgan yamnd] bertujuan mencar laba.

i. Sehat jasmani dan Rohanl.

)

Pazal 13

(1) Pengangkatan Anggota Direksi

4. Anggota Ddrefest dizngkat aleh Kepela Daerah atas usul Badanm Pergawas nbuk
masa jabatan 4 (erpat) tahun den dapat dizngkat kembali 1 [saty) Ralf masa
Jabatan setelsh masa jabatan tersehut berakhic fka yang bersangkutan terpliif
kembalf

b. Selain Direktur Utama, Direksl yang mardrdubd 2 (dua) ka!i masa fabatan dapat
dizngkat kembali untuk masa Jabatan yang ke 3 {tiga) apabila dari jabatan Edrektur
manjadi Direkber Utama dan urmya tidak bedeh melebibi 80 {enam puluh ) txhun

sefak saat diangkatya.
(2} Sebelum melaksanakan tugasnya Ommake dilantik dan disumpah olch Kepala Daeqah,

Pazal 14

(1) Anggota Direksi diberhientikan atau dapat diberhentikan aleh Kepale Daerzh meskipun
masa jabatanmya befum berakhir karena =
a. Meninggal Dunia
b, Atas permintaan sendin
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iMaidicukan  Perbealan yang merugikan Perusabean Daerah ame ¥epentingan

Megara )

d. Kehilsngan kewargarnegarsan

€. Sesuaty hal yang menyebabdan dia ddak dapal melaksanakan lugasnya secara
Wajar
Bomkhir masa jabalannya sebagai Direksi sehagaimana Pasal 14 horot "a™ dan "b"
Peraturan Dacrats ini

9. Pemberhienlian karena alasan avar (1) hurof "t maka yang Berzangkotan

pemiberhentiannya dongan Hdak  hanmal
h. Tiduk dapat memajtikan Perusahaan

4

i+

(2) Febelrm pemberhentiannyz kargnz a'asan tersebut pada ayat {13 hoeruf "o dilakykan
anggata Direksi yang bBersangkutan dibed kesempatan untuk membels difi datam
Siratlr sidang khusus hal mana dilakukan dalarm wakty 1 (sam) bulan sotefan angoda
Direksl yang bersangkitan diborikan secara tortulis tentang alasan permberfrantian il

(3] Selama  fersebut pada ayat 2 pasal ini belem diputuskan maka tepala Dagrah atas
usuf Badan Pengawas dapat membacrhentikan Direks yang bersangkutan dari tugasnya
untuk semertbara waktu dan jika tersebut pade avat {10 huru? *c®  adalah Oirektor
Utama maka Kepala Dacrah atas Usul Badan Pengawas dapat meEnuRjurk saiah saorang
Direksi uatuk metaksanakan tugas jabatan sementara bersebut sampal dersnan adanya
Feputusan Kepala Daerah umtuk i;

(4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan permberhentian semantars dijatubkan belur
ada keputusan mengenal penberhentian Direksl  Berdasarkan ayal {2) maka
pemberhientian sementara wakle e menfadi Batab dan angaots  Pirehsl  wang
bersamgkutan dagat segera melanfutkan  jabatannya  kecuali Rilamana  wrdek
keputusan pemberhentian tersebut diperfukan Keputusan Pengadilan dan hal ity harus
diberitahukan kepada yang bersangkutan.

BAB vIII
BADAN PENGAWAS
Pasal 15

(1} Syarar-syarat anggota Badan Pengawas :
a. Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia
fr. Anggota Badan Pengawas mempunyal akilak dan moral vang baik
< Anggota Badan Pengawas terdin darl crang-orang vang tidak melzkukan keglatan
¥ang merugikan kepentingan Mogara dan atau tindakan-tndakan yang torcela,
d. Antara sesama anggota Badan Pengawas dan anggota Diveksi Lidak boleh ada
huburgan keluarna famasundg. :
€. Sehat Jasrmani dan Rohani
{2) Badan Pengawas berdeenisili di wllayah Kabupaten Takalor

Pasal 16

Badan Pergawas mempunyal tugas dan fungsl  melakokan Pengaveazan  terhadap
Penrcahazn Daerah |
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Pasai 17

(1] Ango=a Badan Pengawas terdini atas sebanyak-banyaknya 5 (hma) orang sekurang-
kurangriva 3 (tga} ormng yang tordin dan Koetra, Sokivtads dan Angopota Badan
Proiaveas;

{2) Angaota Hadan Pengawas dizngla: clh ¥epala Darmak anbuk mase Jabalam sefana-
lamanya 2 (tiga) tahur dan dapal diangkat kermiali sstelah mass jabatan bersobat
berakhir;

{3) kKehra dan anggeta Badan Pemgawas menerma uang jasa yangd besamya ditctapkan
afeh Kepata Daerah  dan «itebankan pala Perusahas Dasrah,

Pasal 18
(1} Badan Pengawas Perusahaan Dacrah diangkat dan diberheniikan oteh Kepala Daorah

L
{2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapal diberhendkan sieh ¥epala Daerah
meskipur masa jabatannya belwn berakhir apabila ;
a, Menlnggal dunla
b. Atas perminizan sendid
€. Malakukan perbuatan yang meruglkan perusahizan Dasrah atayr kepentingan Negara
d. Kehfiangan Kewarganegaraan
e, Sespatu hal yang menyebabkan ia tdak dapat melsksanakan tugasnys secara
wajar.
Fasal 19

Sehelwn anggota  Badan Pengawas menjatankan tugaznya tedebih dahole dilakokan
pedantikan dan pengamblfan surnpah ofeh epala Dacrah,

Pa=sal 20

Baclas Pengawas dalam melaksanakan fugas berkewajiban :

@. Membarikan pendapat dsn saran kepada Kepala Dacrah dan Direks] mengenal rencana
korja dam anggaran Pensahaan senta penshahan { tambahannya dan lapora-faporan
lainma dan Direksi,

b. Menglkut perkembangan  kegistan | Perusahaan dan  dalam hal  Peresabaan
menunjukkan gafala kemendueren, segera melaparkannya kKepada kepala Daerah
dengan disertal saran mengenai langka perbaikan Yang ditempats.

C. Memberkan pendapat dan saran kepada Kepala Dacrah dan Direksi Perusahaan
Daerah mengenal sctiap masaalah lainnya yang diznggap penting bagi pengelolzan
Perusahaan.

d. Memberikan laporan kepada kepala Daerah secars berkala { triwwdan dan tahunan)
serta pada seliap wakby vang diperiukan mengenai perkembangan Perusahaan Docrsh
dan hasil pelaksanasn tugas Badan Pengawas Perusahasn Daerah,



Pasal 21

Dalam melaksanakar tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah Inl

Badan Pengawas waijib memperhatian ¢ -

8. Pedaman dan petumjuk-petniek Kepaia Dacrah dengan scnantias memperttikas
efesiensi Perusahaan

lr. Ketenivan dalam Perusahaan Dacrall pada masing-masing unit usaha serta ketentian
Peratuiran Parundang-undangan yang berako

C. Prermisahan tugas Badan Pengawas dengan tugas pengunesan Pengsahaan Dacrak yaing
merupakan tugas dan kanggung jawab Duirekss,

Pazal 22

Dzam malaksanakan twegas dan kewafibanmya Badan Pepgawas MEMINYal wewsanang

sabagal berfiut :

a. Medihat buku-buky dant surat-surat serta  dokumen-dokemen lginmya, memenksa
keadaan Kas ( untuk keperuan verifikass ) dan memeriksa kekayoan Pericahaan

b. Meminta penjelasan-penijelasan dar Direks| Porusahaan memgenal segila persoalan
yary mehyangkut pengelcdaan Perusahaan

. Mermintg Direksl dan atau Pejabat lainnva dengan sepengetahuan  Direksi untuk
menghadinl Rapat Badan Pengawas

d. Menghadid rapat Dtireksl dan memberdkan pandangan-pandangan terhadap hal-hal
wang dibicarakarn.

Pasal 23

(1) Bada Pengawas mengadakan rapat sokurang-kurangnya 3 {tige ) budan sekali dan
sewakiu-wakie bifa dipadukan ;

(2} Dzlam rapat sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) pasal inl diblcarakan hal-hal yang
berhubungan dengan tugas pokok fungs! dan hak s=ra kcwenjibanma ;

{3} Keputusan rapat Badan Pengawas dlambil ates dasar musyawarah untuk mufakat,

BAB IX
FEMBINAAN

Pasal 24
(1} Pembinzan terhadap Perusahaan Dacrah dilakukan oleh ¥epala Dacrah ;

(2} Dalam Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal iné Kapala
Caerah dibartu oleh Sekretanat Dacrah Kabupaten ataur vare] diunfulk unbuk b,



.’!'H_

HAE X
TANGGUNG JAWAS DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KARYAWAN

Pagal 25

(1] Bamwa Karyawan Ferusabiazn lermasdk anggola Direks yang 1rlak atay diberi tegas
menakirmpan vang, surst-surat Berharga, berang-Larang persadiaan vang karcra
tndakan melawan hukum atau karena melalakan kewajiban  dan tugas vang
iitebankan kepada moreka dengan langsng atau tirak [@ngsung meniminslkan
kerucian Perusahaan Daerah divrafibkan menggant kerugian tarsetur sesual Peraurart
dan kKetenuan turtutan gantt rugi ;

(2} Semua karyawan Penusahasn Daerah yarg dibodani Wwgas penyimpanan uamg ataa
surat hak milik Perusahaan Daerah vang disimpan dalam gudang atau temnpat
penyimpanan vang khusus semata-mata digurakan uratuk keperlusn divea]ilkan
memberkan pertanggunagiawvaban tentang peiakuanaan tugasmya kepada Badan vang
ditunjuk oleh Kepala Daersh |

{3} Semua surat bukti dan surat fainmya bagaimanapun sifatnya vamg termasuk bilanoan
tata buky dan administrasl Peruvsahaan Bagrah atay ditempat lain vamd Gituntuk ofeh
Kepala Doaerah kecuall untuk sementara wakhy untuk dipindahkan ke badan yang
dimaksud pada ayat {2} dalam hal mi dianggap perde unbok kepantingan sesuans
perteriksaan

(4} Unduk kepeduan pemerfksasan beraiian dengan penetapan pajok dan kantrol akuntan
paifa UrRannya surat bekl dan <orat Lainya tormasok pada ayat (3) untuk samentars
dapsat diplncatikan kekantor Akymtan Megara.

BAR X1
TAHUN BiIKU

Pas=al 26

Tahun buko Perusema;an Daerah berdasarkan Tahun Takwin,

BAB XI1
ANGGARAN PERUSAHAAN

FPasal 27

(1) Selambatdambatnya 3 (Uga) bulan sebelun tahun Buki mulai beraky maka oeh
Direks! Perusahaan mengadakan rencana kerja dan Anggaran Tahunan untyk diminta
persctujuan cleh Badan Pengawas dan selarutnya ditetapkan aleh Kepala Deerah :

{2) Kecuali apabila Badan Pengawas mengomukakan keboratan atas rencana kerla can
anggaran schelum masa tafum buky baru, maka sngaaran yang beraka adatah tahun
sabeluminyg

(23 Dendan perubahan atau pertambahan anagaran yang terjadi datam tahon Pky yaog
bersangkukan harus mendapat persetujean darl Badan Pengawas dan ditetepkan oleh
¥epala Daerah.



Pasal 28

{1} Untuk tiap - tiap t@han buky ololy Direksy remyusunan perfiitungan tzhunan terditd dar
nicraca don perhitungan rogr laba dan disamparkan kepada Badan Pongawss ik
dijadikan baban dalam sapat selambat-lambativa 3 (tiza) bulan sesudah tahun bk
berfalan herakkis ;

(2} Cara penilaian Pus Neraca dan Perhitungan hamus disshitkan g

(3} Jika dalasn wakbu 1 {satu) bilan setorah yany telah dissbol pada avat (1Y pasal ini oleh
Eaden Pengawas tdak dizfukan kaberstan terulis maka perhitengan t@ahunan ity t2fah
diangaap tetah dizahkan ;

(4] Perhitungan tahunan tersebut pada ayat (1) disahkan olefi Kepalz Daerah dan
pengesafan tarmasuk meambarikan kabebasan kepada Dircksi terhadap segala sesuaty

yang fermuat kedalam perhitungan tersebut,

BAE XIIT
PENETAPAM DAN PENGGUNAAN LAEA
SERTA PEMBERIAN PRODUKST

Fasal 29

{1) Cadangan harm atau rahasia tidak boleh diadakan 2
{2} Penggunaan laba bersih setelahl terebh daby dikurangi dengan  penyusutan,

pembagian pemegang saham biasa dan pemilik cnodal lalnmys dalam Perusahaan
Diaersh ditetapkan sebagal berikut ;

a. Angoaran Pendapalan dan Belamja Daerah = Gl DL
b. Cadangan Usum dan Cadangav Tujuan =15 %
€. Sosial dan Pendidikan = 54
d. Produksl = 0%
2, umbangan Dana Ponstun = 5%

=10%

. Direksifansawany/BIE

(3) Penggunaan laba umuk cadangan e sebagimana dimaksued ayal (2) kuruf “b~
Peraturan Ceerah inl bilzmana telah tercapal tujuar dapat disllhkan pada penggunaan
[ain dengan Keputusar Direks| atas Kepttusan Kepala Daerah -

{4) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusiman dah cadangan tujuan yang
dimaksud pada syat (2) pasal inl ditertukan oleh Kepals Daerah sofedan mendapatian
pertimbangan dard Badan Fengawas |

{5) Penetapan Pembagian laba bagi pemegang saham blasa sehagaimana dimakeud
ayat (2} pasal inl ditetapkan melalul rapat pemssjang saham,



BAZ MIV
KARYAWAN

Pasal 30 .

(1) Kedudukan Hekum karyawan. Gaji dan tunjangan Laminya, pensiun dani Dievksi dzn
karyawan Pensahazn Dasrah distur dengan Keputusan Kepala Daerah derngarn
mmiperhatikan ketenbuan dan Persturan yang Dedake ;

(2} Direksi vang mengangkat dan memberhentikan Karyawan Penuzahazn Daesrah dengan
persetujuan kepalz Daerah melaiul Badan Pengawas menunat kelentuan-ketentyan
pokok Kepegawslan Perusahaan sebagaimana dimaksod Fyat (1) pasal ini .

BAB XV
PENGAWASAMN
Pazal 31

{1} Dengan tidak mengurangt hak Pejabat yang berwenang darl badan fain YA menurt
Ferlndang-undangan  yang  Berlaky, barwenang mongadakan  powidikan  dan
pemenksasn tentang segalz sasiatu mengenai penguirlsan rumah tangga Daerah,
oleh Kopala Daerah dapst menunjuk Pajsbat dard Badan Pengawasan Dasrah unork
melakukan  pengawasan atés pengurusan  dan pemtinaan  Perusafaan  sertz
peranggungiawaban, hasil pengavwasan disampaikan kepada Kepala Daerah dan
Badan Pengawas ;

(4 Abuntan Negara berwenang madabukan pengavaasan/pemoriksaan #3s pengurusan
=23 pertanggung javrabanmya .

BAB XV¥I
PEMBUBARAN

Pasal 32

{1} Perhubaran Perusahaan Daerah dan pembentukan panitfa likuidas] ditetapkan demngan
Peraturan Daeraf :

{2) Sermua kekayaan , Perusahaan Daerah setelah diadakan Likufdzsi dikernbalikan kepada
penguataan lzngsung Pemerintah Daerah setalah memperhitungkan hak peaegmna
Saham biasa ;

(3] Pertanggung Jawaban LHidasi oleh panitia Likaidasi dilakikan oclek Pernetintah
Daerah yang memberfian pembebasan tamggung Jaw=ah tontang pekeriaan vamg telal)
disefesalkan ; C

(4} Caftam Likmidasl pemegang Saham bortanggung fawab akan kerugian yeng diderita
alxs pihak ke tiay apabila kerugian disebablan okl karena neraca pettitungan laba
Qi vand tedah disahkan tidak menggambarkan keadasn penusahaan Daerah yang
sebenartiva.



BAR XVII
KETENTUAN PERALTHAMN

Pasail 33«

Dengan bedakunya Pereturan Duerah i, maka Poqsturan Daerahb Fabuyaren Takalar
MNomor 03 Tahun 1983 tenatsny Pembentrkan Perusahazn Daeralt Mabupaton Dacrak
Tirgkat IT Takalar, Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Momor 12 Tahun 1983 Sor D
Momar & tanggal 14 Maret 1933 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVTII
KETENTUAN FEMUTLP

Pasal 34

Hai-hal yang belwr diatur dalam Peraturan Dacrah Ini akan titetapkan karmudian dengan
Kepuhrsan Kepala Craerah sepanjang mengenai pefaksanzannya.

Pasal 35

Peraturan Dacrah imi mulai berako pada fanggal dinndangkarn.
AQar sefiap orang dapat menagetahuinya, memerdntabkan pengundangan Peratueran Daerah
inl dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar, )

o3

Pangkat  : Pembina (Mams Mugdz
Mip 580 0% 0fg
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